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ABSTRAK

IMPLEMENTATION NATIONAL PROGRAMME COMMUNITY
EMPOWERMENT INDEPENDENT RURAL (PNPM-MP) OF
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES AT MERAH ARAI

VILLAGE KECAMATN KAYAN HULU

ELY YAKIM

Email ; elyakimkarwur@yahoo.com

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

Kata Kunci : Community empowerment, independent rural and-infrastructure
Development.

This research conducted to identify and analizeiow the implementation proses
PNPM-mP of infrastructure and facilities at Merah-Arai village Kecamatan Kayan
Hulu.

This research used a qualitative/‘deseferiptive approach, interview data
collction method for primary data and documertation to obtain secondary data.

The subject of this research that jpeople who are considered to know and
understand the issues that will be examined, namely : a head office of community
empowerment and the village Kdyan Hulu community leaders of desa Merah Arai.

As for implementatiofi_process of infrastructure and facilities at desa Merah
Arai village Kayan Hulus<Wwith the following stages : 1). Phase of orientation and
socialization, 2). Phase/the” planning of activites PNPM-MP, 3). Stages of
implementation PNPM<MP; 4). Stages of preservation activities PNPM-MP, 5).phase
of control activities PNPM-MP.

Analysi$, of influencing factors in implementing PNPM-MP of infrastructure
and facilities at Merah Arai vilaage Kayan Hulu is as follows :

1. Commumnication

2. Resource factors, namely : 1). Human resources, 2). Material resources, and
3). Resources methods.

3. Disposition factors (attitude) of implementor, namely : 1). Implementor
commitment, 2).implemntor honesty, 3).communicative, 4).witty and
5).democratic.

4. Bureaucatic structures.

Another factor findings in the field are very influential in implementing
PNPM-MP at desa Merah Arai village was a factor transportation access to and from
the village ind question.
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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-
MP) BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI DESA MERAH ARAI
KECAMATAN KAYAN HULU

ELY YAKIM

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

Email : elyakimkarwur@yahoo.com

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Perdesaan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengdnalisa-bagaimana proses
implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana‘\dan faktor apakah yang
berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di
desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan.pendekatan deskriptif kualitatif,
pengumpulan data dengan metode wawancdra® untuk data primer dan metode
dokumentasi untuk memperoleh data sekunder

Subyek penelitian yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan paham
dengan permasalahan yang akan ditelifi,) yaitu : Kepala Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten, Siptang, Camat Kayan Hulu, Kepala Seksi di
Kecamatan Kayan Hulu selaku PjOK,'Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik
Kecamatan (FTK) Unit Pengelola Kecamatan (UPK), Kepala Desa Merah Arai,
Sekretaris Desa Merah Araig Tim/ Pengelola Kegiatan (TPK), BPD, Tokoh Masyarakat
Merah Arai.

Proses implemefitasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut A: 1). Tahap Orientasi
dan Sosialisasi, 2)Tahap Perencanaan kegiatan PNPM-MP Desa, 3). Tahap pelaksanaan
kegiatan PNPM-MP,4).Tahap pelestarian kegiatan PNPM-MP, 5) Tahap Pengendalian
Kegiatan PNPM:MP.

Analisa faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu adalah sebagai berikut

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumber Daya, yaitu 1) Sumber daya manusia, 2) sumber daya material dan
3) sumber daya metode.
3. Faktor disposisi (sikap) implementor, yaitu : 1) Komitmen implementor, 2)
Kejujuran implementor, 3) Komunikatif, 4) Cerdik dan 5) Demokratis
4. Faktor Struktur Birokrasi
Faktor lain hasil temuan di lapngan yang sangat berpengaruh dalam
mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai adalah faktor akses transportasi
menuju dan dari ke desa dimaksud.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat

dan karunia-Nya, saya dapat menyélesaikan penulisan TAPM (tesis) ini.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas

Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini,

sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh Karen itu, saya
mengucapkan terima kasih kepada :

(1) Direktur Program Pascasarjana Universitas ~Terbuaka Ibu Suciati,
M.Sc,Ph.D

(2) Kepala UPBJJ-UT Pontianak'.Bapak Ir. Edward Zubir, MM. selaku
penyelenggara Program Pascasarjana;

(3) Bapak Bupati Sintang ‘yang telah memberikan kesempatan untuk
mengikuti Program Pascasarjana;

(4) Bapak Prof."Dr. Syamsuni Arman selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Tita
Rosita,s M.Pd selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu,
tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM
ini;

(5) Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Florentina Ratih Wulandari,

S.IP, M.Si selaku penanggungjawab program studi administrasi publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

(6) Camat Kayan Hulu Bapak. T. Manurung, S.Sos yang telah memberikan
ijin kepapa peneliti di Desa Merah Arai Kecamatan kayan Hulu.

(7) Kepada Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan bantuan dan
dukungan materil maupun moril

(8) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan
penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sintang,  April 2013

Penulis

ELY YAKIM
NIM. 015743546

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
J1. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050 Fax. 021745588

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM

Nana :ELY YAKIM
NIM : 015743546
Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “PROGRAM  NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT+ MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) BIDANG SARANA! DAN PRASARANA DI DESA
MERAH ARAI KECAMATAN KAYAN HULU.

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT
dan bersama ini saya menyerahkan Hasil,perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku
Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerja sama'yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, April 2013

Mengetahui’

Kepala UPBJJUT Mahasiswa

Ir. JDWARD ZUBIR, MM. ELY YAKIM, S.Sos
NIP.015743546

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi publik

FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.IP, M.SI
NIP. 19710609 199802 2 001

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM
MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM :  Implementasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-
MP) Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu

Penyusun TAPM : ELY YAKIM

NIM: : 015743546

Program Studi : Administrasi Publik
Hari/tanggal : Jum,at, 12 April 2013

Pembimbing 1 Pembimbing II,

rof. Dr. Syamsuni Arman Df. Tita Rosita, M.Pd

G.B. EMERITUS NIP. 19601003 198601 2 001
Mengetahui :

Ketua Bidang 1imu

Program Magister Administrasi

Florentina Ratih Wulandari, S.K

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN
Penyusun TAPM :  ELY YAKIM
NIM 1 015743546
Program Studi 1 Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri'Pérdesaan (PNPM-
MP) Bidang Sarana dan Prasarana'di'Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia’Periguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Program Pascasarjana,, ®rogram Studi Administrasi Publik,

Universitas Terbuka :

Hari / tanggal : Jum,at 12*April 2013

Waktu : 15.45 - 16:50 Wib

Dan telah dinyatakan “LULUS

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli : Dr. Roy. V. Salomo, M. Soc

Pembimbing I, : Prof. Dr. Syamsuni Arman ...} e
Pembimbing I, : Dr. Tita Rosita, M.Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

DAFTAR ISI
Hal
Abstrak i
Lembar PErSEtUJUAN .....cc.coveeerecererererreeeniiircisscresereeesesnssisnsssssssasesesneses ii
Lembar PENZESaNan .........ccovveeiiiririeiiecieeneneeresinesentesestessseeenseensessnesesees iii
Kata PENZANTAT ......cc.everreererrentenieeeieneriesiesieresesissrsssesesstsssesie s sassssssennssssnnes iv
| D F:Y 171 gl ) O R SO SPSO USROS P OO RPROR e \4
BAB I PENDAHULUAN ..ottt sasatsas e 1
A. Latar Belakang Masalah....................ooo 1
B. Perumusan Masalah .................oil 8
C. Tujuan Penelitian.............ccooviiiiiiiiiin 9
D. KegunaanPenelitian.................cooooiiiii 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA oot e e 11
A. Kajian Terori 11
1. Implementasi Kebijakan ............cco bl 11
2. Pemberdayaan Masyarakat...... 0. Sl 20
3. Sarana Prasarana .............ceeomme Yoo midenininenecieneecnniinecenn 22
4. Faktor yang berpengaruh .o £, 32
a. Faktor Komunikasi, £.£. .0 .o iiiiiinieccnnee 34
b. Faktor Sumber daya... ™/ ... 36
c¢. Faktor Disposisi (SiKap).....cooeveieiieiniineiinnnn 38
d. Faktor StrukturBirokrasi.............ccoviiiinn. 39
B. Kerangka BerpiKira .o .ccooveiiiiininiiininiccice 40
1. Rujukan/Reorh .. .c..cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii 40
2. Bagan Alur Pikir.........oooo 43
C. DefinisirOperasional........cccccceeveercrneinieiininninienicnen, 43
BABIII  METORE PENELITIAN ...coccoitiiiiiiciiecineniiicnciicecie e 45
A DEsain Penelitian ........ccoceeeveenirveecennineinceneeenreesesseeas 45
B. Subyek Penelitian ...........ccccovvivcnivinnininiiinineene, 46
C. Instrumen Pengumpulan Data .........ccccoovvvminmininiininninninn, 47
D Prosedur Pengumpulan Data ..........ccccocvvviinininniiiinnnnnnnn. 48
E. Metode Analisa Data ........ccccoeveeiininniincnniiiiiniininesnecnns 49
BABV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....ccccciiiviiiniiinenenenenee 50
A. Gambaran UmUm .......coceeieeireeinnecnnciiiciie e seneenans 50
1. Letak Geografis ...ccccoccecevernieninnininniiiiiniiieeeeceneteeens 50
2. Keadaan Wilayah ........ccccccoivviinininiiinnninnenniniennenen, 51
3. Junlah Penduduk ......ccccoceeiecinnciinniininiiniiniiecnine, 51
4, Tingkat Pendidikan ...........cooeiviivnminennnnneninnceieeees 52
5. Sarana dan Prasarana Umum .......ccevieneeinvniieneinienneans 53
6. Mata Pencaharian .........ccccccccevinninnniniinniinnneennennnnennne 53
7. ABAIMA ceiiieeiiiiiiiiirir ettt et 54
8. Prasarana TranSpOrtasi .......cccccvimviinsrierirsrinieinsorseesnnns 54
9. Pemerintahan Desa .........ccovveeeiemrvveenininnniiicnniieee, 55

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

B. Proses Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan .................. 62
1. Tahapan Orientasi dan SoSialisasi ........c.cocvueieeiieisacceee 62
2. Tahapan Perencanaan Kegiatan .............ccoviennccenees 68
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ... 80
4. Tahapan Pelestarian Kegiatan .........ooovennoniccnns 90
5. Tahapan Pengendalian ........ccoooiminennccnnnnn. 94
C. Analisis Faktor yang berpengaruh dalam implementasi 98
1. Faktor KOmuniKasi .....ccceceevervinmimnieniirmeeneencesnecsninsennnens 98
a. Penyaluran ... 99
b, KeJelasan ....ccooimrieieinmnircnicciiinininesiiecee 99
C. KONSISEENS cvvevvererrenreemeeeminirinierressteseneeseceissasensanenes 100
2. Faktor Sumberdaya .......ccoovemeinicnennniniiiniiees 100
a. Faktor Sumber Daya Manusia ........cccoceecnieeuiccensnnnnnnn 100
b. Faktor Sumber Daya Material ........c.ccooviiciieinnnn, 103
¢. Faktor Sumber Daya Metode ..........cccovevincninnininiinnns 104
3. Faktor DiSPOSISI «.c.cvevieernreinisiscscncscnininmire i e g e 105
a. Komitmen Implementor ........ccoveecopebonenitsdionnnnineas 106
b. Kejujuran Implementor ........cc.oc.. b gesoneenceennnncs 108
c. Komunikatif ....oovevreeoerieeeniinmme B il 109
d. CerdiK eeeveeivviieeeereerereenesae Ao b 111
€. DEMOKIALIS «.ovveeveereeerereeefhae siimmas s ansnnasninsreeeesininesiniens 113
4. Faktor Struktur BiroKrasi/...4.. % Zeeiieneeencnniinone 117
BAB V PENUTUP.....ooeeeeeeveeireseeseeee Bleniininssiressssesssssesecensasenisnasas 120
A. Kesimpulan ... L. 2 120
B. SAran ... e 500 et 120
DAFTAR PUSTAKA
i

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Pemikiran ... 42

iii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1. Nama Dusun, Kepala Dusun dan Jumlah penduduk....51

2. Tabel 4.2.Tingkat Pendidikan Penduduk............................ 53

3. Tabel 4.3. Daftar Fasilitas umum .........c..c.oooviiiiiiinninnn 53

4. Tabel 4.4. Jenis Mata Pencaharian penduduk....................... 54

5. Tabel 4.5. Agama dan Kepercayaan............c.cooeeeveiniiiiiiinn 54
iv

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran A.l1 Unsur Kabupaten
2. Lampiran B.1 Unsur Kecamatan
3. Lampiran B.2 Unsur Kecamatan
4. Lampiran B.3 Unsur Kecamatan

5. Lampiran C.1. Unsur Desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam
pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum( dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersdma-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yangdiinginkan.

Menurut Nugroho (2009: 618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah
cara agar sebuah kebijakan dapat merieapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak
kurang. Untuk mengimplementasikan Kebijakan publik, ada dua pilihan lengkah
yang ada, yaitu langsung mengifplementasikan dalam bentuk program atau
melalui formulasi kebijakén, derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Mazmaniar’ dan’ Sabatier (1983) yang dikutip Nugroho (2009: 629)
“pbahwa implementdsi“adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan”. Menurut
Sumardi (2005%78) “Implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga
sudut yang herbeda yaitu pertama, pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan,
kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan yang ketiga, aktor-aktor perorangan
di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu 5dituju, yaitu kelompok

sasaran”

11
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Menurut Hogowood dan Gunn (1978) yang dikutip Nugroho ( 2009: 630)

kedua pakar ini mengemukan bahwa, untuk melakukan implementasi kebijakan

diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1.

9

Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi esternal yang
dihadapi oleh lembag/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah
besar.

Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya
yang memadai, termasuk sumber daya waktu.

Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-
benar ada.

Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang dakan diimplementasikan
didasari hubungan kausal yang andal.

Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
Syarat keenam adalah apakah hubungan saling kebergantungan kecil.

Syarat ketujuh adalah pemahaman yaig mendalam dan kesepakatan
terhadap tujuan.

Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan
dalam urutan yang benar.

Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang

kekuasaan dapat menuntut dan friendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Jones (1991) yang dikutip oleh Nawawi (2009: 132) “bahwa

implementasi kematpuan tntuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam

rangkaian sebab\akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Selanjuthya menurut Nawawi (2009: 132-133) mengemukakan bahwa
implententasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah
program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1.

2.

3.

Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit
serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Interprestasi : Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status)
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan.

Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang
diseuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kemudian menurut Pressman dan Wildavsky (dikutif oleh Jones, 1991: 29)
mendefinisikan sebagai berikut: “implementasi dapat dipandang sebagai sebuah
proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk
meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan
lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan
tujuan”. Di sisi lainnya Anderson (sebagaimana dikutif oleh Winarno, 2022: 16)
mengemukakan bahwa “implementasikan adalah merupakan kebijakan yang
mempunyai dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, dampak terhadap
situasi atau orang/kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan dan
berdampak serta berpengaruh pada kondisi sekafang atau masa yang akan datang”.
Lebih sederhana lagi yang diungkapkan “oleh Poerwadaminta (1997: 377)
mengartikan “implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan”.

Menurut Suwitri (2010%1.9) “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
untuk mencapai tujuan. négard yang merupakan kepentingan publik dengan
memperhatikann irput yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau
kelompok orang'di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan”.

Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketika kita berbicara
kebijakan, maka konsep kebijakan yang ada adalah suatu piliban dari alternatif yang
ada sebagai suatu solusi terhadap permasalahan, guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkungan kerja.
Karena bicara kebijakan sering dilihat pada aktor atau pelaku kebijakan yang ada.

Kebijakan juga cenderung diarahkan pada lingkungan atau masyarakat luar. Lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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tegas lagi yang diungkapkan oleh Dye ( sebagaimana dikutif oleh Winarno 2002: 15)
menyatakan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilib oleh pemerintah
untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

(Sanyoto 2010) menyatakan bahwa:

Hasil penelitian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang
Infrastruktur Perdesaan menyatakan bahwa:

(1) pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur
Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian melalui beberapa tahapan yaitu
tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap perencanaan fisik infrastruktur dan
tahap pelaksanaan fisik infrastruktur. (2) Hambatan teknis memang ditemui
yaitu berkaitan dengan pelaksanaan fisik infrastruktur.di kecamatan Sungai
Tebelian terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan yang mutunya masih
dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3), hal ini disebabkan karena masih kKurangnya pemahaman
pengurus OMS terhadap masalah teknpis) serta belum optimalnya
pengawasan dari pihak-pihak yang terkait;

(2) Proses PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur menyatakan bahwa :
pada umumnya sangat didukung,dan‘diferima masyarakat. Beberapa alasan
sehingga masyarakat mendukung dan menerima adanya kebijakan PNPM
Mandiri Perdesaan Bidang Infrastraktur Perdesaan yaitu : dapat ikut serta
dalam perencanaan pembangnan infrastruktur di desanya serta dapat
mengingkatkan penddpatan  masyarakat melalui keterlibatannya dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Implementasi PNPM Mandiri
Perdesaan Bidang~Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian
ternyata dipefgaruhi” sejumlah faktor, mulai faktor organisasi pelaksana,
komunikasi, Kepatuhan pelaksana, dan dukungan kelompok sasaran;

(3) PelaksanaanV/fisik menyatakan bahwa : Dalam pelaksanaan fisik
infrastrukfur masih terdapat kelemahan terutama dengan kaitnya kepatuhan
dalam>Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dan dukungan
kelpmapok sasaran yang belum disertai dengan dukungan kemampuan
stimber daya masyarakat sebagai tenaga kerja yang memadai, Sehingga
pelaksanaan fisik infrastruktur belum dilaksanakan secara optimal. Tetapi
secara umum implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Infrastruktur
Perdesaan di Kecamatan Sungai Tebelian telah berjalan cukup baik.

Implementasi PNPM-MP adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari Program
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Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil

menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direkur

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor :

14.2/371/PMD tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP terdapat

tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.

Tujuan umum.

Tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatkan Kesejahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin di perdesaan déngan mendorong kemandirian dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2.

a.

Tujuan khusus meliputi :

Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin
dan atau kelompok petempuan, dalam pengembilan keputusan perencanaan,
pelaksanaan dan peleStarian pembangunan.

Melembagakan pengelolaan ~ pembangunan partisipatif =~ dengan
mendayagunakan sumber daya lokal.

Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan pémbangunan partisipatif

Meriyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan
oleh'masyarakat

Meéfigembangkan pengelolaan dana bergulir

Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa
(BKAD)

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus tersebut di atas, maka di

peroleh manfaat dan dampak yang dapat dinikmati langsung maupun tidak
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langsung oleh masyarakat sasaran program. Adapun yang ingin dicapai dalam
pogram ini sesuai Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD
tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP adalah sebagai
berikut :

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan
kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian

b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa

c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pembangunan partisipatif

d. Berfungsi dan bermanfaat hasil kegiatan PNPM-MP bagi masyarakat

e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir. dalam peningkatan pelayanan
sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomiterhadap RTM

f Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan

g. Terjadinya peningkatan peran sertas dan kerja sama para pemangku
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Pengimplementasian tujuan untiin dan tujuan khusus serta manfaat (keluaran
program) sesuai dengan Surat’Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tentang Petunjik Téknis Operasional PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu; sesuai dengan ketentuan di atas, maka dituangkan dalam
bentuk peran'pelaku-pelaku PNPM-MP sebagai berikut :

Peran Pelaku-Pelaku PNPM-MP

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-MP pada tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa,
kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator,
pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan
mekanisme PNPM-MP tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsiten.

Pelaksanaan PNPM-MP diperlukan para implementor yang mempunyai tugas

dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukan serta kewenangan yang
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diberikan dan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,
yaitu selain masyarakat adalah pelaku utama PNPM-MP, ada pelaku — pelaku lain
yang sangat diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM-MP agar mancapai
tujuan, primsip dan manfaatnya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun pelaku-pelaku dimaksud dalam ketentuan di atas, berperan langsung
terhadap kegiatan sesuai Surat Keputusan Direkur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Operasional PNPM-MP adalah se¢bagai berikut :

1. Pelaku di perdesaan.

Pelaku di desa adalah adalah pelaku<pelakn yang berkedudukan dan berperan

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdésaan di desa, meliputi :

1) Kepala Desa, berperan sebagair pembina dan pengendalian kelancaran
serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
Bersama BPD, kepald desa menyusun peraturan desa yang relevan dan
mendukung terjadifiya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM
Mandiri Perdesaan  sebagai pola pembangunan partisipatif, serta
pengembangan-dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah
ada di désa.~Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam
pemberitukarn forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2) Badan\Pefmusyawarahan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang
mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan

3) <Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai fungsi dan peran untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola
administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan.

4) Tim Penulis Usulan (TPU) mempunyai fungsi dan peranan menyiapkan
dan menyusun gagasan-gagasan dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan
untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

5) Tim Pemantau, mempunyai fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang ada didesa.

6) Tim Pemelihara, mempunyai peranan menjalankan fungsi pemerliharaan
terhadap ghasil-hasil kegiatan yang ada di desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



18
14/41038.pdf

7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD/K)
mempunyai peranan dan fungsi memfalitasi atau memandu masyarakat
dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di
desa

8) Kelompok Masyarakat ((Pokmas) adalah yang terlibat dan mendukung
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Pelaku di Kecamatan.

Berkedudukan di ibu kota kecamatan, adapun pelaku-pelaku sebagai berikut :

1) Camat, berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
kepada desa-desa di wilayah kecamatan.

2) Penanggulang Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat lain yang mempunyai tugas pokok
sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan joperasional kegiatan dan
keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.

3) Tim Verifikasi (TV) Tim yang dibentuk‘dari anggota masyarakat yang
memiliki pengalaman dan keahlian Kusus, dibidang teknik prasarana,
simpan pinjam, pendidikan, kesghatani”‘atau pelatihan keterampilan
masyarakat sesuai usulan kegiatan ‘yang diaajukan masyarakat dalam
musyawarah desa perencanaar. Péran TV adalah melakukan pemernksaan
serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri
Perdesaan dan selanjutnya~membuat rekomendasi kepada musyawarah
antar desa sebagai dasarpertimbangan pengambilan keputusan. TV
menjalankan tugas/ni berdasrkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.

4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), peran UPK adalah sebagai unit pengelola
dan opersional-pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-
kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK
berasaldari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil
musyawardh desa dan lenjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.
UPK “mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas
pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

5)\Badan Pengawas — UPK (BP-UPK) berperan dalam mengawasi
pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yan g dilakukan oleh
UPK. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-
kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan
tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.

6) Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-KeC)
adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan
PNPM Mandiri Perdesaa. Peran FK dan FT adalah memfasilitasi
masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT juga
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berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

7) Pendamping Lokal (PL) adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang
membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan
tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pelestarian.

8) Tim Pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau
dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan
masukan dan saran agar MAP dapat berlangsung secara partisipatif.

9) Badan Kerja Antar Desa (BKAD) adalah lembaga lintas desa yang
dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa
disatu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan
suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk
melindungi dan melestariakan hasil-hasil program yang terdiri dari
kelembagaan UPK, sarana — prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan,
hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran damna:

10) Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai négeri sipil di lingkungan
kecamatan yang dibekali kemampuan<husus untuk dpat melaksanakan
tugas akselerasi perubhan sikap/mental’ di lingkungan pemerintah
kecamatan dan perubahan tafa, pemerintahan serta mendampingi
masyarakat, khususnya dalam shariajémen pembangunan partisipatif.

Pemgimplementasian suafii;kebijakan publik yang telah diluncurkan oleh
pemerintah perlu dilakukan oleh semua pihak yang mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab dalam mencapai tujuan, prinsip dan hasil yang akan dicapai dari
program yang telah ditétapkan. Untuk itu maka perlu adanya berbagai strategi yang
harus dipefsiapkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program, agar
efektivitas-pelaksanaannya suatu kebijakan dapat sesuai tujuan dari kebijakan atau
program tersebut. Sumaryadi (2005: 109) menyatakan “efektif tidaknya suatu
implementasi kebijakan sangat tergantung pada perspektif yang digunakan dalam
menilai efektivitas atau suksesnya implementasi, di samping itu juga sangat erat

kaitnya dengan aspek-aspek yang hendak disoroti”.
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Selanjutnya menurut Goggin (1990) yang dikutip oleh Suamrdi (2005: 111)
menjelaskan “ bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni :
(1) proses (2) output, (3) outcomes. Masih menurut Sumaryadi (2005: 111)
menyatakan ¢ Perspektif proses menilai efektivitas implementasi kebijaksanaan
dari sudut seberapa jauh peraturan-peraturan, atau mandat-mandat, yang sudah
ditetapkan pada tingkat atas diefektifkan pelaksanaannya oleh pemerintah atau
aparat tingkat bawah.
2. Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Krishna 2003 ( Kurniawan 2010: 5.3) Pemberdayaan masyarakat
sebagai “peningkatan kapasitas perorangan atau kelompok. untuk mempengaruhi
pengembangan (development) dan pilih dan (hidup) dan mentransformasikan pilihan
tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan ké dalam hasil bagi pengembangan
dari komunitas mereka”. Selanjutnya menufut Kurniawan (2010: 5.21) menyatakan
bahwa “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses bagi masyarakat yang
kurang memiliki akses kepada ‘Sumber daya pembangunan untuk meningkatkan
kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka”. Robinson (1994: 12)
menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu
pembahasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.
Sedangkafi-Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata
“empowerment” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan,
kepada pihak yang kurang berdaya. Payne (1997:10) menjelaskan bahwa
pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya,

kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan

dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala
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pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai
tujuan  kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan
“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi
pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa
tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Menurut Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksudkan
dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham
termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergiy mampu bekerjasama,
tahu berbagai alternaive, mampu mengambil keputusan,)berani mengambil resiko,
mampu mencari dan menangkap informasi dan)mampu bertindak sesuai dengan
situasi.

Mandiri Perdesaan adalali_kemampuan suatu desa untuk keluar dari
ketergantungannya pada pihdk, lain,” dan dapat berswadaya dengan kemampuan
sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan bebas dari pengaruh pihak lain.  Perdesaan
yang berasal dari Kata “Desa”, desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adaiah “
Desa atau yang, disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat, hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara

kesatuan Republik Indonesia.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



22
14/41038.pdf

3. Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu

proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini
tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil
yang diharapkan sesuai dengan rencana. Moenir (1992) mengemukakan bahwa sarana
adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai
alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka
kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kérja. Pengertian yang
dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah
merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat
tersebut adalah merupakan peralatan pémbariti maupun peralatan umum, yang
keduanya berfungsi untuk mewujudKan'tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian .diatas, ‘maka sarana dan prasarana pada dasarnya

memiliki fungsi utama.sebagai‘berikut :

1) Mempercepat proses) pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat

waktu.

2) Meningkatkax ptoduktivitas, baik barang dan jasa.

3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.

4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna / pelaku.

5) Kétepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.

6)«Ménimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.

7) Meénimbulkan rasa puas pada orang-orang Yyang berkepentingan
menggunakannya.

Untuk mewujudkan PNPM-MP agar sesuai dengan visi, misi, tujuan umum,
tujuan kbusus, dan prinsip dari PNPM-MP yang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan adanya partisipatif seluruh elemen masyarakat dalam memberdayaan

masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin yang ada di desa, perlu adanya
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upaya-upaya sebelum pelaksanaan fisik pembangunan atau pelaksanaan program.
Adapun uapaya — upaya sebelum program dilaksanakan, penulis mau menganalisa
proses implementasi PNPM-MP dari tahapan sebagai berikut :

a. Orientasi dan Sosialisasi PNPM-MP.

Sosialisasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menyebarluaskan
informasi dan program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, untuk
mendapatkan tanggapan atau respon yang diperlukan agar imformasi yang
disampaikan dipahami dan dimengerti oleh kelompok sasaran: Berkaitan dengan
kebijakan pemerintah yang penuh dengan norma-norma dan petunjuk harus
disosilaisasikan dengan baik, termasuk kebijakan! pemerintah mengenai PNPM-MP
di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu, sebelum memulai tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian, hal (terpenting yang dilakukan adalah melakukan
orientasi atau pengenalan desa’diantaranya adalah:

Sesuai dengan Surat_Difektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Departemen Dalami Negeri Nomor : 414.2./316/PMD tanggal 29 Januari 2008 perihal

Petunjuk Teknis Opérasional PNPM-MP tahun 2008) sebagai berikut:

1) mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya

2) kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai8 melalui PNPM Mandiri
Perdesaan tahap sebelumnya

3) inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka
menengah)

4) inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang
akan masuk ke desa, dan laian-laian
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Tahap pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM-
MP secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh
seluruh pelaku PNPM-MP di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong
partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM-MP
memiliki pemahaman atau persepsei yang sama terhadap program. Pada dasarnya
sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku
PNPM-MP.

Untuk mewujudkan tujuan umum PNPM-MP \/yaitu meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat ‘miskin’ di perdesaan dengan
mendorong kemandirian dalam pengambilan “VKeputusan dan pengelolaan
pembangunan, agar efektif dan efesien dafi pelaksanaan prgram di atas dan tahapan —
tahapan yang telah diurai diatas, makadiperlukan suatu perencanaan yang baik dan
mampu melihat atau meramal‘hal-hal yang akan terjadi di depan. Adapun tahapan-
tahapan dalam pembuatan-perenicanaan menurut Nitisastro (2005: 15) adalah sebagai
berikut :

a. Penetapan tujuan
Susita-peréncanaan tidak dapat dibuat tanpa ditetapkan terlebih dahulu tujuan
yang inigin dicapai, sebab perencanaan justru dibuat untuk mencapai tujuan

b. Méngumpulkan data serta menetapkan dugaan-dugaan serta ramalan-ramalan.

Dengan membuat perencanaan perlu dikumpulkan data yang diperlukan serta

ramalan atau dugaan tentang masa yang akan datang. Agar perencanaan yang

dibuat itu bersifat operasional dan sesuai dengan situasi dan kondisi.
c. Menetapkan Alternatif cara bertindak.

Dengan menetapkan berbagai alternatif berarti mengusahakan sedapat

mungkin beberapa cara yang dapat ditempuh, sehingga menghasilkan

alternatif yang paling baik. Tanpa menetapkan alternatif maka akan

menimbulkan cara bertindak yang tidak realistis dan tidak ekonomis.
d. Mengadakan Penilaian Alternatif
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Alternatif yang telah kita tetapkan harus diadakan penilaian. Dengan penilaian
ini akan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari
masing-masing alternatif

e. Memilih Alternatif
Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing, alternatif kita dapat memilih
yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Tepat disini berarti lebih efisien dan
efektif.

Suatu perencanaan yang baik selain membuat tahapan-tahapan seperti tersebut
diatas juga harus memuat unsur-unsur perencanaan agar perencanaan dapat
terarah. Adapun unsur-unsur perencanaan menurut Sastroamijoyo(1995: 57)
terdiri dari

f. Tinjauan keadaan.
Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai
sesuatu rencana atau sesuatu tinjauan ‘fentang pelaksanaan rencana
sebelumnya. Dengan kegiatan ifni, diusahakan dpat dilakukan dan
diidentifikasi masalah-masalah pekok\yang (masih) dihadapi, seberapa jauh
kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha,
hambatan-hambatan yang masiiijada dan potensi-potensi serta prospek yang
masih bisa dikembangkan.

g. Perkiraan masa yang aKan dilaiui rencana.
Sering juga disebut ‘sebagai forcasting. Dalam hal ini diperlukan data
statistik, berbagailasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme
informasi untik nengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa
depan

h. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan.
Dalam “hal ini sering kali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan
pefanamhyang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan
keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana

i. Identifikasi kebijaksanaan
Suatu kebijaksanaan mungkin perlu didukung oleh program-program
pembangunan

j. Persetujuan rencana
Disini diusahakan penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum
dari pada program-program perencanaan yang akan dilakukan
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Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan sedemikian rupa
sebelum dilaksanakan kegiatan PNPM-MP. Ada beberapa unsur perencanaan yang
harus disiapkan oleh pelaku PNPM-MP sebelum melaksanakan kegiatan. Beberapa
unsur atau komponen perencanaan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk
Pelaksanan PNPM-MP tersebut antara lain mencakup :

Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Penggalian Gagasan

Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)
Musyawarah Desa Perencanaan

Penulisan Usulan Desa

Verifikasi Usulan

. MAD Prioritas Usulan

10. Musayawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan
11. Musdes Informasi Hasil MAD

12. Pengesahan Dokumen SPPB.

O W NG AW

Menurut pendapat penulis, sosialisasi sangat diperlukan dalam upaya untuk
menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu PNPM-
MP yang akan di implementasi agar mendapatkan manfaat bagi kelompok sasaran,
dengan melihat prosés” implementasi PNPM-MP dalam mensosialisasikan semua
program yang-akan dilaksanakan.

Koordinasi adalah merupakan bentuk hubungan kerja yang dibuat
sedemikian rupa, agar para pelaksana kegiatan / program dapat melaksanakan suatu
program berjalan dengan baik, yaitu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam
melaksanakan suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siwi (2001: 6) menyatakan bahwa “koordinasi adalah salah satu bentuk
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hubungan kerja yang memiliki karakteristik husus. Karekteristiknya antara lain harus
adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah
yang sama”. Menurut Stoner (1994) yang dikutip Siwi dkk (2001: 8) menyatakan
bahwa “koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja
(bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat mencapai
tujuan organisasi secara efektif”. Bratakusumah (2003) berpendapat bahwa
“koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya menyerasikan
dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, swasta dan masyarakat mulai dafi, peréncanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan, dimdna Ketiga komponen tersebut semua
terlibat™.

Pendapat para ahli diatas, memiurut penulis menunjukan bahwa koordinasi
sangat diperlukan dalam mefigimplementasikan suatu kebijakan yang melibatkan
lebij dari satu orang. usituk menyatukan langkah dan strategi dalam rangka
melaksanakan kegiatan ‘atau program yang diamatkan atau yang diberikan oleh
Badan atau Institusy.

Koordinasi pelaksanaan PNPM-MP melibatkan pelaku-pelaku yang terlibat
langsung di lapangan, telah di tuangkan dalam SK. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP sebagai
berikut:

1. Tingkat Desa :

1) Kepala Desa
2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lain)
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3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
4) Tim Penulis Usulan (TPU)
2. Tingkat Kecamatan :
1) Camat atas nama Bupati
2) Penanggung jawab Operasioanal Kegiatan (PjOK)
3) Tim Verifikasi (TV)
4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
5) Badan Pengawasan UPK (BP-UPK)
6) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
7) Pendamping Lokal (PL)
8) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
9) Setrawan Kecmatan.

Peran pelaku-pelaku diatas adalah orang atau kelompok orang yang
mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam melaksanakan suatu program yang
telah diluncurkan oleh pemerintah, porgram inj mérupakan program yang harus
diimplementasikan agar mendapat manfast, baik-manfaat langsung maupun manfaat
tidak langsung yang dapat dirasakaf oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan,

keluaran program dan prinsip-prinsip PNPM-MP.

b. Pemberdayaain dan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Perencanaan
PNPM-MP

Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi
beberapa-orang. Kata ini mengandung ide bahwa orang berada dalam pengendalian
diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan
mereka dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang

lebih besar.
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Untuk memahami makna dan dampaknya secara penuh mengenai konsep
pemberdayaan, Wilson (1996: 3-5) menggambarkan dalam tiga tahapan, yaitu:

Pertama, pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat
dalam bahasa kita setiap hari sebagai mekanisme bantuan diri bagi orang lain
(mechanism of self-help for people). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru
orang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini adalah diri
mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan diganti
oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada tingkat nasional self —
dependency movement terus mendapat tempat.

Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunya daya tarik. Selalu ada
pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dan pemberdayaan lebih baru,
lebih segar daripada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah
usang. Untuk sampai kepada defenisinya, penting disadari bahwa hanya
mengubah pekerjaan seseorang tidak akan mungkin menghasilkan pemberdayaan.
Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam inilai-nilai,
perilaku, sistem, prosedur, dan budaya organisasi. Perubahan-perubahan harus
dilakukan pada tingkat-tingkat ini yang beradaldi‘luar pengaruh individu. Mereka
tidak mungkin terjadi tanpa perencanaafi dan pelepasan yang menyeluruh dari
kekuasaan oleh manajer senior organisasi.

Ketiga, pada tingkat individu. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap
individu. Ada yang lama, ada juga~yang singkat prosesnya. Bila pemberdayaan
efektif, hasilnya sangat irfipasional. Individu-individu sudah mengubah
kehidupan mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka
anggap tidak mungkin.-Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan
pertumbuhan yang mefighntungkan mereka maupun organisasi. Bila tim dan
individu yang dibérdayakan secara kolektif bekerja bersama, maka sinergi magis
tercapai.

Lowe.(1995:26) memberikan batasan pemberdayaan sebagai “proses sebagai
akibat «darimiafia individu memiliki otonomi, motivasi, dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan
mereka rasa kepemilikan dan kepenuhan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama
organisasi”.

Sementara itu, Foy (1995: 5) memberikan batasan empowerment

“mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar, untuk memberikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



30
14/41038.pdf

kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi anda, untuk
menggunakan keahlian anda di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja dan kinerja
seluruh organisasi”.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat
seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka
mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana
keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat
adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat (lapisan masyarakat yang
dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri‘darijperangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberddyasn adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam-pembangunan desa adalah merupakan faktor
yang sangat penting. Partisipasi ‘masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi
merupakan faktor yang muftlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan
Dun (dalam Ndraha’ 1987: 103) mengatakan bahwa “partisipasi dapat dianggap
sebagai tolok “ukir dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan
proyek, pembangunan atau bukan”. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak
berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut pada

hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.
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¢. Mendorong Swadaya Masyarakat Desa pada Tahap Pelaksanaan PNPM-
MP

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan
sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat
merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM-MP
Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material
pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadyaan adalah kerelaan masyarakat,
sechingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Menurut Eko (2005: 8) “swadaya merupakan —kekuatan modal sosial
ditingkat lokal, dan swadaya masyarakat sangatlah penfing untuk mendidik mental
yang mandiri warga desa”.

d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Tahapan Pelestarian
Kegiatan PNPM-MP.

Kelembagaan adalah/Organisasi kerja yang ada dimasyarakat dan dibentuk
sendiri oleh masyarakat atad dibentuk oleh pihak lain karena atas syarat dan desakan
yang mengharuskan ada‘organisasi kerja. Dengan kelembagaan tersebut masyarakat
secara formal\dapat’ mengaktualisasikan diri, baik dalam masyarakat itu sendiri
maupun keéluar'dari dari lingkungannya. Kelembagaan yang dimaksud dalam PNPM-

MP adalah Tim kerja yang dibentuk berdasarkan tingkatan peran pelaku PNPM-MP.

e. Tahapan Pengendalian Kegiatan PNPM-MP

Pengendalian PNPM-MP dilakukan melalui kegiatan pemantauan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak
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lanjutnya. Tahapam pengendalian merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh pihak-
pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam rangka pengawasan terhadap

kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

4. Analisa Faktor yang berpengaruhi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik perlu dilaksanakan
dengan melibatkan banyak pihak agar program yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah mendapatkan manfaat. Nawawi(2007:135) ~bahwa “berbagai
pendekatan dalam implementasi kebijakan baik terkait“dengan implementor,
sumber daya, lingkungan, metode, permasalalian dan'tingkat kemajemukan yang
dihadapi di masyarakat.” Masih Nawawi (2007: 135) menyatakan bahwa:

Dalam implementasi kebijakai implementor yang terlibat di selain kaum
birokrat banyak lagi antara lain yang turut terlibat, contohnya para legislator,
hakim dan orang perorangan yaita :

1. Kaum birokrat sehdiri terlibat dalak aktivitas-aktivitas fungsional lainnya
di samping dalam aktivitas implementasi.

2. Para legislator sering diminta nasihatnya, karena keahlian mereka dalam
administrasi‘kébijakan pada bidang tertentu, dan selain itu mereka juga
sering\terlibat dalam masalah-masalah kepegawaian dan penunjukan
adminjstrasi.

3. Hakim ferkait dengan kasus implementasi kebijakan. Peranan pengadilan
dalamn pembentukan kebijakan secara khusus dapat dilihat dalam hal
penafsiran Undang-Undang, khususnya dalam nilai Undang-undang
nasional yang tertentangan dengan konstitusi.

4. Partisipasi dari kelompok perorangan di dalam implementasi kebijakan
memiliki beberapa bentuk. Kelompok ini sering bekerjasama dengan
badan-badan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Menurut Horn 1975 (dalam Nawawi: 139) dalam implementasi ada 6

(enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :
f. Standar dan sasaran kebijakan;
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Sumberdaya;

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
Karakteristik agen pelaksana; dan

Disposisi implementor

Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Sl

Menurut Syukur 1986 (dalam Sumaryadi 2005: 79) mengemukakan “adanya
tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (i) adanya program atau
kebijaksanaan yang dilaksanakan (ii) target group yaitu kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat
dari program, perubahan atau peningkatan (iii) unsur pelaksana
(implementor) baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab
dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut.” Sedangkan menurut George C. Edwads (1980 (dalam Nawawi
2005;136) berpendapat model “implementasi kebijakan yang berpekstif rop
down pandang Edwads III implementasi kebijakan dipengaruhi empat
variabel, yakni : (1) Komunikasi (2) sumberdaya” (3) disposisi dan (4)
struktur birokrasi’.

Menurut pendapat Mazmanian & Sdbatier1983 (sebagaimana dikutif oleh
Nawawi 2007: 145) mengungkapkan bahwa “implementasi kebijakan publik
dipengaruhi oleh tiga kelomp®k..variabel, yaitu : (1) karakteristik masalah
(tractability of the problems); (2) Karakteristik kebijakan / undang-undang
(ability of statue to_siructure implementation), dan (3) Variabel lingkungan
(nonstatutory variabiels affecting implementation). Kerangka konseptual yang
dapat digunakan analisis implementasi program-program pemerintah yang
bersifat “desentralistis, menurut Cheema dan Rondinelli 1983 (dalam Nawawi
2007; 148) “ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan
dampak suatu program yaitu : (1) kondisi lingkungan, (2) hubungan antar

oganisasi, (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program, (4)

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
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Beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk
implementasi kebijakan diperlukan suatu norma-norma atau aturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman untuk dipahami semua pihak,
agar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dapat dioperasikan sesuai
dengan visi, misi, tujuan dan prinsip yang telah dirumuskan oleh pengambil
kebijakan. Dalam mengimplementasikan PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu, penulis berpijak pada model implementasi yang di
lontarkan seoarang ahli yatiu : Edwards (dalam Nawawi 2007 :136), untuk
menganalisa faktor penting yang mempengaruhi ‘dalam” mengimplementasikan
kebijakan pemerintah yaitu PNPM-MP dengan ‘menganalisa variabel sebagai
berikut:

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah jproseés penyampaian suatu pesan oleh seseorang
kepada orang lain untuk~niemberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat,
perilaku, baik secara langsung, secara lisan maupun tak lansung melalui media
(Efendy 1993:.45), Berdasarkan pandangan tersebut, maka oleh Pace dkk (1998:
56) bahwa komunikasi memiliki unsur : 1) Komunikator, 2) komunikan, 3)
pesan, 4) unit penerima dan pengirim 5) proses 6) adanya tujuan atau efek
tertentu.

Peningkatan peranan komunikasi dalam organisasi pada dasarnya adalah
agar mempunyai kemampuan mengembangkan proses penyampaian gagasan,

perasaan dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasanya dalam
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organisasi. Tubbs dalam (Thoha 1996: 5) Kemudian oleh Muhammad (1995: 58)
menyatakan bahwa masing-masing jaringan komunikasi dalam organisasi dapat
mengembangkan : 1) komunikasi kebawah, 2) komunikasi keatas, 3) komunikasi
horizontal.
Menurut (Nawawi 2007: 136) menyatakan bahwa :
Komunikasi dalam implementasi kebijakan public agar dapat mencapai
keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
diimformasikan kepada kelompok sasaran (target group) schingga akan
mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran
suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan
dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,
maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari
kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga
hal, yaitu (1) penyaluran (framisisi) \yang baik akan menghasilkan
implementasi yang baik pula kejelasar (2) adanya kejelasan yang diterima
olehn pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam
pelaksanaan kebijakan dan (3)_adanya konsistensi yang diberikan dalam
pelaksanaan kebijakan. Jika-yang di komunikasikan berubah-rubah akan
membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.
Komunikasi adalali_saatir' kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang
menjadi pemikiran dan pérasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang
lain. Gie (1982:11)menyatakan faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang
amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur
manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan.
Dengan beberapa pendapat para ahli diatas dapat dipahami bahwa
komunikasi sangat diperlukan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi untuk memahami dan meresapi apa yang akan dilaksanakan dalam

mengimplementasikan suatu program. Agar PNPM-MP dapat dilaksanakan
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sesuai dengan visi, misi, tujuan dan prinsip, maka diperlukan suatu komunikasi
antar pelaku PNPM-MP secara intensif.
b. Faktor sumberdaya
Sumberdaya adalah motor penggerak dari semua pogram yang akan
diimplementasi, oleh sebab itu sumberdaya harus tersedia, agar di dalam
mengimplementasikan kebijakan dapat dioperasionalkan dengan baik.
Nawawi (2007: 136) menyatakan bahwa: Dalam implementasi kebijakan
harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya.manusia, material dan
metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor ~ kekurangan sumber
daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efekrif dan
efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan
agar efektif dan efisien. Tanpa sumbefdayaj kebijakan tinggal di kertas
menjadi dokumen saja tidak diwujudkan, untuk memberikan pemeecahan
permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan
pada masyarakat.

Sumber daya manusia dtaw #uman resource menurut Alwi (2001: 6)
dalam konteks bisnis adalah ordng yang bekerja dalam suatu organisasi yang
sering juga disebut Karyawan atau employee. Dalam proposal ini yang dimaksud
dengan sumber daya manusia adalah peran peiaku pelaku dalam implementasi
program_ masional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Faktor sumber
daya merapunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan

suatu  kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk
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melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak
akan bisa efektif.
Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud
antara lain mencakup :
- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan
tugas ;
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan
Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf
yang dibutuhkan dan keahlian yang harus{dimiliki dengan tugas yang akan
dikerjakan. Adanya metode sebagai<pedoman dalam mengimplementasikan
kebijakan, agar menjadi tolak ukur.bdik secara administratif maupun teknis.
Dana untuk membiaydi, operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut,
informasi yang relevan /dan yang mencukupi tentang bagaimana cara
mengimplementasikan ‘suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak
yang terlibat dalatn‘implementasi kebijakan tersebut.
c. Faktor\Disposisi (sikap)
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin
berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk
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implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan
untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Nawawi (2007: 137) menyatakan bahwa :
Disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh
implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik
dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik,
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan
apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda denganpembuat
kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektiv dan efisien.
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijaksanadn sangat tergantung
pada perspektif yang digunakan dalam menilai, efektivitas atau suksesnya
implementasi, disamping itu juga sangat erat/kaitannya dengan aspek-aspek yang
hendak disoroti. Ripley 1985 dalam {Sumardi 2006: 109-110) mengatakan
implementasi dari setiap kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif utama, atau
foci/sisi yakni : (1) perspektif compliance; (2) perspektif what’s happening and
why?. Menurut Goggin,-€t)all 1990 (dalam Sumardi 2006: 111) menjelaskan
bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses, (2)
output, dan(3) outcomes. Efektivitas implementasi kebijaksanaan dapat dilihat
dari perspektif “procces” dan perspektif “resulf” . Perspektif resulf inilah yang

kemudian diperincinya menjadi dua sub perspektif lagi, yaitu “output’ dan

“outcomes”.
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d. Struktur Birokrasi
Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta
posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional
untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen dalam struktur organisasi yaitu :
1. adanya spesialisasi kegiatan kerja
2. adanya standarisasi kegiatan kerja
3. adanya koordinasi kegiatan kerja
4. besarnya seluruh organisasi
Birokrasi dapat diartikan mengandung, pengertian: (a) system
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang
pada hirrki dan jenjang jabata; (b) cara békerja atau pekeerjaan yang lamban,
serta menurut tata aturan (adapt, dsb).yang banyak liku-liku dan sebagainya.
Nawawi (2007: 138) Struktur Birokrasi adalah: Organisasi, menyediakan peta
sederhana untuk menunjiikan‘seécara umum kegiatan-kegiatanya dan jarak dari
puncak menunjukan &tatus relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi —
posisi itu dibingkai'ufituk menunjukan interaksi formal yang ditetapkan.
Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarchis yang menentukan hubangan
antara atasan darmbawahan dan hubungan secara diogonal langsung organisasi
sebagai mélalui’ lima hal harus tergambar, yaitu : (a) Jenjang hirarki jabatan-
jabatansmanajerial yang jelas sehingga terlihat “siapa yang bertanggung jawab
kepada'siapa™; (b) Pelembagaan berbagai jensi kegiatan Operasional sehingga
nyata‘jawaban terhadap pertanyaan; “siapa yang “melakukan apa?” (c)
Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban
terhadap pertanyaan; “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk
kepentingan apa?”  (d) Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk
berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (¢)
Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan

sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara
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melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya,
implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur
birokrasi yang ada.

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan
yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar (standard operating prosedurers) atau SOP. Fungsi dari
SOP menjadikan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur
Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemalikan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang ramit dan kompleks. Ini

pada giliranya menyebabkan aktivitas organiasi.tidak fleksibel.

B. Kerangka Pemikiran
1. Rujukan Teori.

Kerangka pemikifan ‘yang penulis maksud adalah alur pikir dalam
penelitian yang ihefigdct pada kajian terori Edward Il yang menjadi faktor-
yang berpengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut
pandangan)) Edwars III tahun 1980 (dalam Nawawi 2007: 136) “implementasi
kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3)
disposisi, dan (4) struktur birokrasi”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis
keempat faktor yaitu: (a) faktor komunikasi (b) faktor sumberdaya dan (c) faktor
disposisi dan (d) faktor struktur birokrasi. Faktor-faktor diatas merupakan faktor

yang berpengaruh dalam proses implementasi PNPM-MP, sesuai dengn
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Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen
Dalam Negeri Nomor : 14.2/371/PMD tahun 2008 dengan alur pikir
sebagaimana pada diagram dibawah ini.

Analisis penulis memilih parameter diatas adalah bahwa dalam
mengimplementasi suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik secara efektif
dan efisien, maka perlu memperhatikan faktor — faktor yang berpengaruh dalam
dalam proses pelaksanaan kebijakan dilapangan. Implementasi PNPM-MP di
desa Merah Arai, penulis menganggap keempat faktor(yaitu : komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sangat rglevan dan dapat menjadi
parameter proses implementasi PNPM-ME_ di_desa Merah Arai Kecamatan

Kayan Hulu Kabupaten Sintang.
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2. KERANGKA PEMIKIRAN

PROGRAM PNPM-MP

l
Berdasarkan  Kepmendagri No.
14.2/371/PMD Tahun 2008 tentang
PTO PNPM Mandri Perdesaan :

e

~

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> KOMUNIKASI IMPLEMENTASI PROGRAM
NASIONAL PNPM-MP BIDANG
\ \ SARANA DAN PRASARANA DI
DESA MERAH ARAI
ma NS ) KECAMATAN KAYAN HULU
'L SUMBER DAYA P\ “Dengan tahapan sebagai berikut:
< 1. Sosialisasi
s ™ 2. Perencanaan
FAKTOR DISPOSISI 3. Pelaksanaan
L 4. Pelestarian
~ /‘K 5. Pengendalian /
( ™\
»] STRUKTUR BIROKRASI
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C. Defenisi Operasional.

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang makna dari fokus
penelitian, senada dengan Mage dan Priyoeidodo (2005: 13) menyatakan bahwa
“Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana
caranya mengukur suatu variable”. Dikatakan juga bahwa “Definisi Operasioan]
adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin
menggunakan variable yang sama”.

Dalam tulisan ini ada empat definisi operasiohal; menurut pandangan
Edward III (1980) dalam Nugroho (2009:636)  “menyarankan untuk
memperhatikan empat isu pokok agar implémentasi kebijakan menjadi efektif,
yaitu : communication, resource, disposition or attitudes, and bureaureatic
structures, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi berkeénaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan
pada organisasi dan/atu publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan
kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana
struktur organisasi pelaksana kebijakan, Nugroho (2009:636).

2. Sumberdaya

Sumberdaya resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya
pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan
kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara

efektif. Nugroho (2009:636)
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3. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry
out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan
dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Nugroho (2009:636)
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi
yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya
adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur
ini menjadikan proses implementasi menjadi_ ‘jauh -dari efektif. Nugroho

(2009:636)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif menurut Irawan (2009: 4.7) “penelitian deskriftif adalah
“penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa
adanya,” sedangkan menurut Nawawi (2001: 630) pefielitian’ deskriftif adalah
“merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atau melukiskan keadaan subjek atau objek penélitian’berdasarkan fakta yang tampak
sebagaimana adanya”. Karena tujuan dafi mefode ini untuk menginterprestasikan
perilaku manuasia yang bermakna, baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer bertipa hasil wawancara dengan pihak — pihak yang dianggap
berhubungan erat dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
dokumen resmi\ yang ada di pemerintah daerah (kantor pemerintah yang terlibat)
besertasmasyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, data sekunder akan dilacak terlebih
dahulu setelah itu akan disusun pencarian data primer sebagai pelengkap atau
klarifikasi demi kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan data, maka penelitian ini

menggunakan proses sebagai berikut :

45
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1. Studi Kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian ini pada tahap awal akan dilakukan studi
kepustakaan yaitu mempelajari berbagai kajian tentang topik penelitian sehingga
penulis memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup memadai tehadap topik
tersebut. Studi kepustakaan yang dipelajari antara lain : dokumen-dokumen
pemerintah (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati dan
Petunjuk Teknis Operasional mengenai PNPM-MP.

2. Penelitian Lapangan

Setelah diperoleh pemahaman dan wawasan yang cukup memadai melalui
studi kepustakaan yang dilakukan sebelumsya,..maka tahap selanjutnya akan
dilakukan penelitian lapangan, yakni pefulisvierjun langsung ke lokasi penelitian
untuk mengumpulkan data yang ‘diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.
Penelitian yang dilakukan adalah desa sasaran PNPM-MP Bidang Sarana dan
Prasarana Tahun 2010 di\Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

B. Subyek Penelitian

Subyek ‘penelitian adalah pihak — pihak yang terlibat secara langsung dengan
implementasi PNPM-MP Bidang Sarana dan Prasarana. Pihak — pihak yang terlibat
langsung disini adalah implementor yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai
dengan ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 perihal
Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, yang terdiri dari unsur :

1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang
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2. Camat Kayan Hulu Kabupaten Sintang
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kayan Huly, selaku (PjOK)
di Kecamatan.
4. Ketua (UPK) yang berada di ibu kota kecamatan
5. Fasilitator Kecamatan (FK)
6. Kepala Desa Merah Arai Kecamatanan Kayan Hulu
7. Sekretaris Desa Merah Arai
8. Ketua BPD Desa Merah Arai
9. Tokoh Masyarakat Desa Merah Arai
10. Ketua Tim Pengelola Kegiatan di desa Merah Arai
11. Ketua (Kelompok Masyarakat) desa Merah/ATrai.
C. Instrumen Pengumpulan Data.
Alat pengumpulan data, yang diperlukan dilapangan agar dapat tersusun
dengan baik adalah sebagai berikut :
1. Pedoman Wawaricara
Topik. pertariyaan yang langsung dinyatakan kepada informan yakni dalam
bentukpertanyaan secara sistematis yang dicantumkan dalam media tertulis, hal ini
menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara mendalam.
2. Alat Dokumentasi.
Alat ini dapat berupa tustel dan foto copy, alat ini digunakan untuk dapat
menambah informasi apabila ada kekurangan dalam catatan yang dibuat peneliti pada

saat wawancara.
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D. Prosedur Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan
empiris dalam usaha membangun teori dari data. Proses pengumpulanan data dalam
penelitian ini akan dilakukan sepanjang penelitian tersebut berlangsung, mulai dari
tahap proses memasuki lokasi penelitian maupun ketika berada di lokasi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah :

1. Teknik wawancara /interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan
wawancara secara langsung dengan subyék penclitian (informan). Wawancara
adalah percakapan dengan maksud teftentu; yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara (interviewer) ydng mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviwee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:
186).

2. Teknik dokumertasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan
mempeldjari,dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis baik dari pemerintah
maupun dari Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang ada serta berkaitan
erat dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Irawan (2009: 4.11) “penelitian
kepustakaan (library research) adalah penelitian yang datanya diambil terutama
atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, Koran, dan

lain-lain sebagainya)”.
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E. Metode Analisis Data.
Analisa data yang peneliti dilakukan sesuai dengan pilihan metode penelitian,
penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif melalui logika induktif, yaitu
on goingproces atau terus menerus. Miles dan Hubernan (1986: 23) komponen
dalam analisa data ada 3 (tiga) yaitu: a. pengolahan data, b. Tampilan data dan c.
Simpulan/verifikasi. Metode analisa data yang dilakukan dalam penelitan ini yaitu :
1. Meringkas (reduksi) data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksikan, dan mentransformsikan data mentah( yang diperoleh dari
lapangan.

2. Menampilkan data dalam bentuk kalimat daf tabel:

3. Menyimpulkan data, yaitu menyusur kalithat sesuai dengan hasil penelitian di
lapangan.

Tujuan analisis data adalah'untuk membuat kesimpulan data yang dianggap
relevan, data yang ada” dik€lompokkan sesuai dengan jenis datanya, saling

dihubungkan kemudian ditarik suatu kesimpulan.
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Proses implementasi PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah

Arai Kecamatan Kayan Hulu dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

a. Tahap orientasi dan sosialisasi kegiatan, pelaksanaan orientasi dan sosialisasi
program PNPM-MP bidang Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai
dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan kelompok perempuan yang
dipilih oleh masyarakat sendiri, yang menginventarisasi potensi dan sumber
daya yang dapat mendukung program., Implementasi kebijakan PNPM-MP
bidang Sarana dan Prasarana di désa Merah Arai pada tahap orientasi dan
sosialisasi sudah terlaksana dengan baik dan diterima oleh kelompok sasaran.

b. Tahap perencanaan kegiatan Implementasi Kebijakan PNPM-MP bidang
Sarana dan Prasarana di’desa Merah Arai yang seharusnya melibatkan semua
pihak, namundasil penelitian belum terlaksanakan sesuai dengan program
tersebut, Hal ini disebabkan oleh beberapa rumah tangga miskin masih
menyerdhkan kepada perangkat desa, dengan alasan tidak mempunyai waktu
untuk meninggalkan kerja sebagai petani.

c. Tahap pelaksanaan kegiatan Implementasi kebijakan PNPM-MP yang
mendorong swadaya masyarakat desa merupakan proses pelaksanaan fisik
yang memerlukan tenaga kerja. Pelaksanaan fisik berupa pembangunan

gedung serbaguna sudah terlaksana dengan melibatkan semua semua tenaga
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yang mau dan mempunyai keterampilan sesuai dengan keahliannya masing-
masing, dengan demikian pada tahap pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa
sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

d. Tahap pelestarian kegiatan Implementasi kebijakan PNPM-MP penguatan
kelembagaan masyarakat desa merupakan tahapan mengaktifkan terus
menerus dari manfaat program pemberdayaan. Tahapan pelestarian di desa
Merah Arai mengalami kendala pada pemahaman beberapa anggota
masyarakat menganggap selesai kegiatan, programitersebut dianggap selesai.

e. Tahap pengendalian kegiatan PNPM-MP, Kegidtan pengendalian melalui
kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan ini
sudah dilaksanakan oleh badan pengawds yang berada di desa yang dibentuk
oleh masyarakat sendiri. Pelaksanaan pengawasan ini mengalami kendala,
yaitu terjadi ketidak<harmonisasi antara Tim Pengelola Kegiatan, masing-
masing mempudyai péndapat dan persepsi yang berbeda.

2. Analisis faktér ‘warg berpengaruh dalam mengimplementasikan PNPM-MP di
desa Merah Ardi, adapun faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

a. PFaktor’ Komunikasi, implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai
keberhasilan, mensyaratkan agar ixﬁi)lementor mengetahui apa yang harus
dilakukan secara jelas. Adapun unsur komunikasi adalah (1) penyaluran
tramisisi (2) Kejelasan (3) Konsistensi. Ketiga unsur dalam komunikasi ini

berperan sekali dalam proses implementasi kebijakan publik.
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b. Faktor sumberdaya, yaitu 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya material
dan 3) sumber daya metode. Faktor-faktor diatas merupakan motor
penggerak dari semua program kegiatan yang akan, sedang dan sudah
dilaksanakan dilapangan. Hasil penelitian bahwa faktor sumber daya
berpengaruh pada proses dan tehapan yang dilaksanakan, dapat digambarkan
bahwa sumber daya manusia merupakan implementor yang
mengoperasionakan semua kegiatan, sumberdaya material merupakan bahan
— bahan untuk dioperasionalkan dan sumberdaya metode merupakan petunjuk
dan pedoman dalam rangka mengoperasionalken” Kegiatan. Hasil penelitian
bahwa sumber — sumber diatas berperigaruh terhadap keberhasilan dan
terlaksananya suatu kegiatan.

c. Faktor disposisi (sikap) inipleméritor, yaitu 1) Komitmen, 2) kejujuran, 3)
komunikatif, 4) cerdik\dart 5) demokratis. Faktor — faktor diatas merupakan
modal seorangdmplementor dalam mengimplementasi suatu kebijakan, agar
kebijakan \dapat terlaksana dengan baik dilapangan maka seorang
implementor harus memiliki disposisi atau sikap tersebut. Hasil penelitian
bahwa implementor belum memiliki sikap-sikap diatas secara utuh.
Gambarannya bahwa implementor belum mampu cerdik untuk mengatasi
masalah tidak tepat waktu, oleh karena material bangunan didatangkan dari
tempat lain. Sehingga pelaksanaan mengalami keterlambatan penyelesaian
bangunan gedung serbaguna, namun demikian gedung tersebut pada akhirnya

juga selesai dengan baik.
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d. Faktor Struktur Birokrasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukan
secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status
relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukan
interaksi formal yang ditetapkan. Adapun unsur struktur birokrasi yang harus
dimiliki oleh organisasi adalah : (1) jenjang hierarkhi jabatan (2)
Pelembagaan (3) Salur Komunikasi (4) Jaringan informasi dan (5) Hubungan
antara satuan kerja. Unsur diatas berperan penting dalam proses implementasi
kebijakan publik, sebab tanpa unsur-unsur diatas.akan-terjadi tumpang tindih
tungsi dan tanggungjawab masing-masing ufiit peiaksana.

Selain faktor —faktor diatas miasih, ada faktor lain yang sangat
berpengaruh sekali dalam mengimplenientasikan PNPM-MP yaitu yaitu faktor
transportasi mencapai desa (Merahi” Arai dari ibu kota kecamatan masih
menggunakan jalur surgai “kayan, sementara debet sungai kayan sangat
pluktuatif, sehingga ménjadikan alat transportasi sulit pada musim kemarau.
Transportasi merupakan kendala yang sangat penting dalam memobilisasi bahan-
bahan Jbangunan yang tersedia di ibukota kecamatan. Hasil penelitian bahwa
faktor.iransportasi disini adalah memobilisasi bahan-bahan yang diperlukan
dalam pelaksanaan pembangunan gedung. Gambaran faktor transportasi yang
sangat berpengaruh adalah dimana harga-harga material menjadi tinggi karena

biayanya besar untuk mendatangkan material ketempat pelaksanaan kegiatan.
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B. Saran

1. Melakukan sosialisasi setiap program pemerintah yang akan diimplementasikan
dengan mengkomunikasikan kepada semua pihak, agar apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan dapat dipahami dan direspon oleh kelompok sasaran. Dengan
mendapatkan pemahaman, berarti masyarakat dapat memperoleh pengetahuan
yang pada akhirnya mereka menjadi paham akan kebijakan yang dibutuhkan
oleh kelompok sasaran.

2. Mengefektifkan setiap program yang dikeluarkan dalam rangka memberdayakan
masyarakat miskin lebih tepat sasaran dan dabat bermanfaat langsung kepada
masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin.
Kepercayaan diri masyarakat miskin dibangun melalaui pemberdayaan dengan
mengikut sertakan setiap pelatihan dan pendidikan keterampilan yang menopang
pengetahuan dan kemanditian masyarakat secara kelompok maupun individu.

3. Mengefektifkan dékumen musyawarah perencanaan pembangunan yang diusul
oleh desa, atas, dasar penggalian potensi oleh masyarakat sendiri. Perencanaan
yang berasal‘dari bawah ini merupakan aspirasi yang murni dan untuk
dilaksafiakan tanpa kepentingan, sehingga dapat bermanfaat dan mencapai
sasaran yang tepat.

4. Mengupayakan akses jalan darat menuju dan dari desa Merah Arai ke desa lain
serta ibu kota kecamatan, agar berfungsi dengan baik dan masyarakat dapat
memperpendek jarak tempuh dan efisien waktu dan biaya. Transportasi

merupakan masalah yang sangat dominan, maka perlu pengoptimalan jalan agar
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berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan dengan lebih dioptimalkan
koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang ada.

5. Pelaksanaan setiap program — program pemberdayaan lain hendaknya
mengoptimalkan peran serta dari masyarakat sasaran untuk ikut dalam setiap
proses pelaksanaan kegiatan.

6. Para implementor harus mampu menganalisa dan mencari strategi berbagai
faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan setiap kebijakan, dalam
perencanaan pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan inventarisasi kekuatan dan
kelemahan yang ada di kelompok sasaran, selingga diperoleh suatu peluang
untuk mengantisipasi tantang yang dapdt menjadi penghambat dalam

mengimplementasikan suatu program.
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LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A.1. Unsur di Kabupaten (Kantor. Pemdes)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana_di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak selaku Kepala Kantor PEMDES, apakah
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaari~sudah dapat terlaksana dengan
baik ?

2) Menurut pendapat Bapak,.apa saja peranan Kantor Pemdes dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sintang?

3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM
mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

4) Menurut péndapat 'Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam méngimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faktor 'yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sardua dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Haulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maopun keahlian ?

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan

dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
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3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merak Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor

mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM

Mandiri Perdesaan ?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan‘yatig diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementorj yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah-inandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala ‘atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
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LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

B. 1. Unsur di Kecamatan (Camat Kayan Hulu)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayzan Masyarakat
Maandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarapa-di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak selaku Camdt,/apakah pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan baik ?

2) Menurut pendapat Bapak,\ apa saja peran Camat dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

3) Menurut pendapat‘Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM
mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?

4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faktor yamg berpengarub dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ?

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan

dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
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3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan{yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah miandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala \atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

B.2.Unsur di Kecamatan (PjOK)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

5) Menurut pendapat Bapak /[bu, Bagaiman pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
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6) Menurut pendapat Bapak, apa saja peran PjOK dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

7) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implemeniasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah Sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
bentuk

2) Menurut pendapat'Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurtt peridapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) \Mecnurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM

Mandiri Perdesaan ?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
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3) Apakah ada pelaku (implemenior) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

B. 3. Unsur di Kecamatan (F. asilitato; Kec/Teknik Kec.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang febih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana ‘dafi Prasarana :

Topik Pertanyaan:

5 Proses Implementasi Program Nasionsl- Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarand dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

9) Menurut pendapat Bapak'-/Iblr, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di'désa Merah Arai ?

10) Menurut pendapat, Bapak, apa saja peran FK/FT-Kec dalam
mengimplementaSikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

11) Menuryt ‘péndapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

12)Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dar Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperiukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, schingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) ?NPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu,

1) Menuntt pendapat Bapak, apaksh Sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tafiggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada.peiaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab-yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ‘ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

B. 4. Unsur di Kecamatan (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:
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7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

14)Menurut  pendapat Bapak, apa saja peran UPK dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

15) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksariaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

16) Menurut pendapat Bapak Kendala apsa-ssja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM/Mardiri Perdesaan?

8 Faktor yang berpengaruh . dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasaranz’di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat’ Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah niemadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
bentuk

2) «Menurat pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, schingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.
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1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap \para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
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LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

C. 1 Unsur di DESA (Kades)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana.di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimatia pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

2) Menurut pendapat Bapak/Tbu ‘apa sdja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai

3) Menurut pendapat Bapak/Tou, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini?

4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplernentasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

2 Faldor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan

bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?
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3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman

pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

2) Apakah ada pendidikan dan latihap yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang télah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala ‘atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan' PNPM Mandiri Perdesaaan ?

C. 2.« Unsur di DESA Sekdes

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Maundiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

S) Menurut pendapat Bapak /Tbu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
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6) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai

7) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

4 Faktor yang berpengarub dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dau Prasarana di desa Merab Arai-Kecamatan Kayan Hulw.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak,.apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi keéttamipilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

2) Menurut pendapab,Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang-diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaandi desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menutut \pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM-Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4)./Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?
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2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku  dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

C.3. Unsurdi DESA BPD

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan -indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

S Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Huld.

9) Menurut pendapat-Bapak /Tbu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ?/khusus di desa Merah Arai ?

10) Menurut\peridapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam. mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Aral

11) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

12)Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol  dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

6 Faktor yang berpengarub dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
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1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, schingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau, hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implemeator) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, ‘apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengeirti tentang
tugasnya?

2) Apakah adagendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebeluriipelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
fanggng jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4)Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

C.4. Unsur di DESA TOMAS.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:
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7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

14) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai

15) Menurut pendapat Bapsk/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

16) Menurut pendapat Bapak Kendala‘apa- saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Maaditi Perdesaan?

8 Faktor yang berpengaruli> dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarapa dan Prasarana’di desa Merah Arai Kecamstan Kayzn Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat’ Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah miemadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahamian pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?

2) «Menurat pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai

sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.
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1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap—pdra pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?

C. 5. Unsur di DESA (TPK DESA)

Dafiar pertanyaan ini hanya merupakan topik/berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenoména ‘dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

9 Proses Impleméntasi’ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdessian Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kavan Hulu.

17) Ménurut pendapat Bapak /Tbu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?

18)Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran TPK dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah Arai

19) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

20)Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
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10 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya
1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai? Apakah tersedia
orang-orang dapat mengerjakan pekerjaan fisik bangunan gedung?

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode ‘atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, /sc¢hingga menjadi pedoman
pelaksanaan ? Apakah ada bistek badgunan yang akan dibangun dan
sudah dibangun?

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menunit pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunydt keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

2y~ Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
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LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA

A.1. UNSUR KABUPATEN.

Unsur di Kabupaten (Kantor Pemdes)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prusarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak sclaku” Kepala Kantor PEMDES, apakah
pelaksanaan PNPM Mandiri’Perdesaan sudah dapat terlaksana dengan
baik ?

Jawaban : Bapak H. Hotler Parjaitan, S.Sos, M.Si

Selama program PNPM-MP dilaksanakan di Kabupaten Sintang, hampir
tidak ada hambatan dan pengaduan yang berarti kepada Instansi yang saya
pimpin, hanya benipa laporan tidak tepat waktu dalam penyelesaian fisik
bangunan, khusus/ bidang sarana dan prasarana, namun demikian kami
tetap hapus\ielakukan pembinaan secara intensif lewat staf kami yang
membidargi program dimaksud, ya secara umum sudah dapat terlaksana
dengan baikiah....

2) “Menurut pendapat Bapak, apa saja peranan Kantor Pemdes dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sintang?
Jawab :

Pemdes dalam hal ini ya, sebagai Instansi yang ditunjuk sebagai
koordinatif, arti pemdes sebagai instansi yang mengkoordinir di tingkat
kabupaten.

3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM
mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
Jawab :
Ya, tahapan dapat dilihar dari petunjuk teknis operasional PNPM-MP,
tentu tahapannya, dari sosialisasi sampai dengan usulan kegiatann yang
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di desa.
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4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat

dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?

Jawab :

Ya, selama ini, saya rasa tidak ada hambat yang berarti, hanya masalah
pencaiaran dana yang menjadi keluhan, hal ini berkaitan dengan instansi
lain.

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hula.

A. Sumber Daya

1)

Menurut pendapat Bapak, apakah sumber‘daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan nmaupiin keahlian ?

Jawab :

2)

3)

4)

ya sih, sumber daya manusia relatif, kalau dibilang kurang yang
kurang tetapi kalau diberdagakanya, tetap juga memadai.

Menurut pendapat Bapak{ apakah sudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kdyan Hulu ?

Jawab :

Saya rasa unfulc"kabupaten Sintang ini sudah cukup maju, jadi bahan
bangun tetap_tersedia, sudah banyak tokoh-tokoh bangunan yang
menyediakan material yang diperlukan.

Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Jawab :

Ya,petunjuk teknis operasional PNPM-MP itu cukup jelas, dan sudah
sangat jelas tahapan dan prosedurnya, dan tidak ada petunjuk yang
dikeluarkan oleh pemda.

Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenati
sumber daya ?

Jawab :

Sumber daya, ya termasuk sumber daya manusia, saya pikir, sudah tidak
terlalu menjadi kendala yang berartilah, yang selama ini sudah berjalan
dan dapat diselesaikan oleh masyarakat setiap program yang dikeluarkan
oleh pemerintah.
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B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

Jawab :

Para pelaksana ini, ada yang juga tidak serius, namun selama ini tidak
ada laporan kepada kami, ya saya pikir sudah_bertanggungjawablah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Oh ya, tentu, setiap pelaksana menmiperoleh pelatihan sesuai dengan
tingkatan pelaksana. Maksud dafi tingkatan pelaksana adalah pelaksana
tingkat kabupaten yang di kabapatert, tingkat kecamatan di kecamatan.

3) Apakah ada pelaku (implémentor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telalrmandatkan kepadanya ?
Jawab :
Mungkin ada, mamun tidak terlalu sigfikanlah, manusia aja, barang kali
tidak focus pada tugas, namunkan tiap tahun di evaluasi dari pelaksana.

4) Apakak dda’ kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala akses menuju desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan
yang masih jalan sungai, tentu masih menjadi kendala, yaitu
transportasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

LAMPIRAN 5

B.1. UNSUR KECAMATAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Unsur di Kecamatan (Camat Kayan Hulu)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang febih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak selaku/Camat, apakah pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan sudah dapdt terlaksana dengan baik ?
Jawab :
Menurut saya, sudah_teriaksana dengan baik, walaupun masih ada
kekurangan di sanasini, namun pelaksanaan selama ini sudah sesuai
dengan tahpan maupun prosedur.

2) Menurut _pendapat Bapak, apa saja peran Camat dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

Jawab :

Camat dalam program ini sebagai Pembina di seluruh desa yang
reridapatkan dana PNPM-MP ini dan juga membuat Surat Penetapan
Camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah
antar desa untuk didanai melalui PNPM-MP

3) Menurut pendapat Bapak, bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM
mandiri perdesaan yang dilakukan selama ini ?
Jawab :
Tahapan-tahapan tentu mengacu pada petunjuk teknis operasional PNPM-
MP yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu tahapan orientasi
dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendalian
kegiatan PNPM-MP.

4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
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Jawab :

Ya, kecamatan kayan hulu ini, sebagian besar masih lewat sungai
transportasinya, maka yang menjadi kendala adalah transportasi menuju
desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga pembinaan tidak
dapat efektif.

2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun kéahlian ?
Jawab :
Menurut saya, SDM juga masuk kategori inasih belum memadai secara
kualitas, maat maksud masih sulit cari yang berpendidikan tinggi di desa-
desa, sehingga desa memberdayskan yang tersedia, ini menjadi kendala,
ketika ada syarat — syarat yang dikelgarkan oleh pemerintah.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplemeritasikan’ PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Saya dengar dari)masyarakat ini juga masalah, sebab bahan bangunan
masih hamis mémesan dari kota Sintang dan yang paling dekat paling di
Nangay’ Mau. Jadi material ini belum dapat disediakan di ibu kota
kecamatan’kita ini.

3)..Mernurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?
Jawab :
Ada, petunjuk teknis operasional dan tata cara pencairan dana dan
penyerahan dokumen.

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
Jawab :
Ya tadi, SDM masih relatif belum memadai, khususnya di desa Merah
Arai, saya dengar penduduknya sedikit saja yang sekolah tinggi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41038.pdf

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayarn Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

Jawab :
Selama ini saya pikir cukup serius dan bertanggungjawablah, khususnya
di tingkat UPK yang ada di kecamatan ini.

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada, bagi mereka yang terpilih dari.desa/ mereka masing-masing,
mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ada.

3) Apakah ada pelaku (implementor) /yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah matidatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya cukup patub-dan seriuslah menjalankan tugasnya, terutama
ketua UPK dan jajarannya«intuk di kecamatan.

4) Apakah ada kendalaatau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Hambatan hanya pada transportasi saja, mereka kesulitan menuju desa-
desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, terutama biaya yang besar,
suhgai-yang kecil, pada kemarau mereka harus berhari-hari menuju desa
terjauhi. '
Trima kasth.
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B.2. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamatan (PjOK)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana.di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

5) Menurut pendapat Bapak /Tbu, Bagaimana /pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah-Arvai ?
Jawab :
Ya, berjalan dengan baik scSuai dengan prosedur, ya mereka melalui
tahapan yang telah ditentukan.

6) Menurut pendapat, \Bapak, apa saja peran PjOK dalam
mengimplementasikan, FNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?

Jawab :

Ya, mengaralikant kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang ada,
melakukar! pengawasan baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanan
dan.pertanggungjawaban selesai pekerjaan.

7) “Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini 7

Jawab :
Tahapan adalah tahapan persiapan dan sosialisasi awal, perencanaan di
desa, kecamatan dan kabupaten. Perencanaan di desa dari MAD sampai
dengan pelatihan kader desa, bentuk pelatihan yaitu cara-cara mengajukan
usulan dan dan mengisi formulir —formulir yang ada.

8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat

dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Jawab :
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Kalau di kecamatan kayan hulu ini, masalah transportasi menuju desa-
desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, jadi kesulitan untuk melakukan
pembinaan secara intensif dan efektif.

4 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
bentuk
Jawab :
Menuru saya, SDM sudah dapat diatasi dengan, memberikan pelatihan dan
ketrampilan sebelum melaksanakan tugasnya, namun tentu masih banyak
kekurangan di sana sini, tetapi masih berjalan dengan baik.

2) Menurut pendapat Bapak, apakahsudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplementasikan/PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Menurut saya material ini.‘thasih menjadi kendala sekali, karena seperti
semen dan seng shasihi di pesan ke Sintang atau Nanga Mau, yang
jaraknya cukup jash darn berbiaya tinggi.

3) Menurut pepdapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM/Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan?

Jawab-:
Metode sudah tersedia, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk
teknis, kira sudah ada panduan yang kita sebarluaskan kepada pelaku-

pelaku dilapangan.

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

Jawab :
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Menurut saya, sudah bertanggungjawab, seriuslah setiap pengurus baik di
UPK maupun di TPK.

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada pak, sebelum mereka mendapat tugas, mereka diberi pelatihan di
kecamatan, pesertanya utusan tiap-tiap desa yang mendapatkan
dananPNPM-MP.

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patiih.dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Selama ini masih berjalan dengan baik dan masih’dianggap patuh dengan
ketentuan yang ada, cuklup jarang melakukan pembinaan ke desa-desa,
sebab tergantung airi pasang atau surtit.

4) Apakah ada kendala atau Jambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdeésaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi pak, kita masih lwat sungai sebagian besarnya
menuju desa-desa.

B.3. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamiatan (Fasilitator Kec/Teknik Kec.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertdnyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

5 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

9) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
Jawab :
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Sudah berjalan dengan lancer pak, faktanya sudah berdiri bangunan
gedung serbaguna dan sudah diserahkan kepada masyarakat untuk
mengelolanya.

10)Menurut pendapat Bapak, apa saja peran FK/FT-Kec dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?
Jawab ;
Kami memfasilitas setiap tahapan kegiatan baik di kecamatan maupun
diesa.

11) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM ‘mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Jawaban :
Tahapan sosialisasi, perencanaan, pelksanaan, pelestarian.

12) Menurut pendapat Bapak Kendala‘dpa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Jawab :
Wah ini pak, transpoprtasi-menuju desa-desa yang jauh pak, sulit harus
naik sampan.
6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarans di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Dayo
1) Menurut ‘pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah tyemadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
petnahiaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Sudah kita berdayakan dengan melalui pelatihan kepada pelaksana di

lapangan.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :
Menurut pelaksanaan dilapangan marterial masih menjadi kendala besar
untuk efektifnya pelaksaanaan kegiatan.

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?
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Jawab :
Ada pak, pedoman dan petunjuk, kita hanya menjalankan dari aturan yang
sudah ada.

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
Jawab :
Kendala, sulit menuju lokasi kegiatan dalam rangka memfasnltas1 kadang
kita datangkan ke ibu kota kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atav prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

Jawab :
Cukup bertanggungjawab dan serius

2) Apakah ada pendidikan daii latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanadn kegiatan ?
Jawab :
Ada pelatihan'sebelum melaksanakan kegiatan.

3) Apakak ada\pélaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya 7
Mentrut Saya sangat patuh dan serius.

4)\ Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab ;
Tranprotasi dan material yang tersedia di kecamatan ini, belum ada tokoh
bangunan.
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B.4. UNSUR KECAMATAN

Unsur di Kecamatan (UNIT PENGELOLA KEGIATAN)

Dafiar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

7 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimatia péelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
Jawab :
Menurut saya sudah berjalan‘baik,'dan di desa Merah Arai cukup baik
pelaksanaan fisiknya bangunannya:

14)Menurut  pendapat | Bapak, apa saja peran UPK dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Kayan
Hulu?
Jawab :
UPK yang berada di kecamatan ini dipercaya untuk mengelola kegiatan
yang berhubungan dengan dana. Pencairan dana, perguliran dana.

15) Menurut pendapat Bapak, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaunana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Jawab :
Menurut saya, berdasarkan petunjuk PNPM-MP banyak tahapan, dari
perencanan, pelaksanaan dan pelestaian.

16) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menjadi penghambat
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Jawab :
Ya, menjadi hambatan yaitu transportasi menuju desa-desa yang
menadpatkan program PNPM-MP.
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8 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
bentuk
Jawab :
Menuru saya, sudah memadailah, sebagai sudah berjalan dengan baik dan
sesuai dengan prosedur, bangunan sudah berdiri sesuai dengan bistek dan
gambar dan rancangannya.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material yang diperlukan
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Pérdesaan di desa Merah
Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :
Material menurut mereka di lapadgan yang menjadi masalah, harus pesan
ke Sintang pak

3) Menurut pendapat Bapak; apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman

pelaksanaan ?
Jawab :
Ada petunjuk, sadah jelas

4) Menurit Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber dayd ?
Menurut saya hampir tidak ada, sebab SDM di desa juga sudah banyak
trampil betukang.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ?

Jawab :
Sudah bertanggungjawab dan seriuslah, takut juga kena masalah pak.

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor

sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
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Ada, bagi masyarakat yang terpilih dan diutus dari desanya hasil
musyawarah diberikan pelatihan di kecamatan.

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Secara umum sudah patuh pak, jadi kalau ketahuan tidak patuh segera

diganti.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Masalah transportasi dan akses .
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LAMPIRAN 6

C.1. UNSUR DESA

Unsur di DESA_(Kades.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

1 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarasa-di Itesa Merab Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana, pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai”
Jawab :
Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material
lama sampai di tempat sini,

2) Menurut pendapat Bapak/ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplenientasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai
Jawab :

Kami sebagai/kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa
di kecaniatdn pak bersama BPD.

3) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagdimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanan.

4) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdésaan?
Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih
menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara
program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna
untuk membangun dirinya.
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2 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini
tidak memilik pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat
SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangfiya,

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayar Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, nafiun semen, seng dan lain-lain masih
memesan ke Nanga Mau dap‘cukup jauh lewat sungai dan biayanya
cukup besar pak.

3) Menurut pendapat Bapak, ‘apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan’pedoman

4) Menurut’ Bapak; apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
SDM “yang terrsedia belum memadai, baik kualitas maupun kluantitas
sehingga perangkat desa masih dominant melakanakan program ini untuk
hilirmudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahamilah.
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2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutam
fasilitator yang jarang dating ketempat ini.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju.KeSini; maupun pelaksna di sini
turun ke kecamatan pak.

C. 2. UNSUR DESA

Unsur di DESA (SEXDES.)

Daftar pertanyaan iri hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang/ebihnmendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan seSuai /dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

3 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

5) Menurut pendapat Bapak /fbu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
Jawab :
Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material
lama sampai di tempat sini,
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6) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai
Jawab :

Kami sebagai kades mewakili, masyarakat -dalam musyawarah antar desa
di kecamatan pak bersama BPD.

7) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksarian,

8) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja\yang menonjol  dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Masyarakat sulit diajak untuk berparlisipast” penuh, mereka masih
menyerahkan urusan ini kepada kepada desa’dan aparat desa, sementara
program inikan untuk memberdayaKan mereka, agar mereka berdaya guna
untuk membangun dirinya.

4 Faktor yang berpengdrub, ~dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut/pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
periahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini
tidak memilik pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat
SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangnya.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih
memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya
cukup besar pak.
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3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman

4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
SDM yang terrsedia belum memadai, baik kualitas maupun kluantitas
sehingga perangkat desa masih dominant melakanakan program ini untuk
hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Merurut pendapat Bapak, apakah siKap.atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tangguig jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah(para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, Herarti sudah memahamilah.

2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanadan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

3) Apakih-ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tangeung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutam
fasilitator yang jarang dating ketempat ini.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandin Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksna di sini
turun ke kecamatan pak.
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C. 3. UNSUR DESA

Unsur di DESA_(BPD.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

5 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdaydan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarama di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

9) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimana|pclaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai ?
Jawab :
Ya, sudah dilaksanakan pak, hafiya tidak tepat waktu disebabkan material
lama sampai di tempat sini,

10) Menurut pendapat Bapak/lbu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimpleméntasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai
Jawab :

Kami sebagaikades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa
di kecamiatdn pak bersama BPD.

11) Menurut pendapat Bapak/Tbu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bapaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanan.

12) Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mercka masih
menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara
program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna
untuk membangun dirinya.
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6 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MFP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini
tidak memilik pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat
SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangnya.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedidmaterial atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatari Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namiun‘semen, seng dan lain-lain masih
memesan ke Nanga Mau dan/cukup jauh lewat sungai dan biayanya
cukup besar pak.

3) Menurut pendapat Bapak, .apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan-pedoman

4) Menurut/Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya’?
SDM..yang terrsedia belum memadai, baik kualitas maupun kluantitas
sehingga perangkat desa masih dominant melakanakan program ini untuk
hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahamilah.
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2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutam
fasilitator yang jarang dating ketempat ini.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para” pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju Ke sini, maupun pelaksna di sini
turun ke kecamatan pak.

C. 4. UNSUR DESA

Unsur di DESA (TOMAS.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih niepdalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai denganfenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM\Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertaniyaan:

7 Prosgs.Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di Desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

13) Menurut pendapat Bapak /fbu, Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan 7 khusus di desa Merah Arai ?
Jawab :
Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material
lama sampai di tempat sini,

14) Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai
Jawab :
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Kami sebagai kades mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa
di kecamatan pak bersama BPD.

15) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanan.

16)Menurut pendapat Bapak Kendala apa saja yang menonjol  dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mercka masih
menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dar apdrat desa, sementara
program inikan untuk memberdayakan merekay, agar friereka berdaya guna
untuk membangun dirinya.

8 Faktor yang berpengaruh daldmImiplementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hula.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku, PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Di Meral Ardi inli, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini
tidak memiilik pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat
SMA.dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangnya.

2)« Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, namun semen, seng dan lain-lain masih
memesan ke Nanga Mau dan cukup jauh lewat sungai dan biayanya
cukup besar pak.

3) Menurut pendapat Bapak, apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan pedoman
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4) Menurut Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya ?
SDM yang terrsedia belum memadai, baik kualitas maupun kluantitas
sehingga perangkat desa masih dominant melakanakan program ini untuk
hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku_para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalain nyelaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memakiamilah.

2) Apakah ada pendidikan dan latihar, ydrig diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa.setidp pelaksana ada pelatihan pak

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawah yang't¢lah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya.mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi, terutam
fasilitator‘yang jarang dating ketempat ini.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju ke sini, maupun pelaksna di sini
turun ke kecamatan:pak.
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C. 5. UNSUR DESA

Unsur di DESA (TPK DESA.)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan topik berdasarkan parameter yang diteliti.
Pertanyaan yang lebih mendalam dan terperinci kepada imforman dikembangkan
dilapangan sesuai dengan fenomena dan indikasi yang berkaitan dengan
implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana :

Topik Pertanyaan:

9 Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Bidang Sarana dan Prasarana di' Désa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

17) Menurut pendapat Bapak /Ibu, Bagaimaha' pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ? khusus di desa Merah Arai 2
Jawab :
Ya, sudah dilaksanakan pak, hanya tidak tepat waktu disebabkan material
lama sampai di tempat sini,

18) Menurut pendapat Bapak/Ibu“apa saja peran Kades/Sekdes/BPD/Tomas
dalam mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Merah
Arai
Jawab :

Kami sebagai kades'mewakili, masyarakat dalam musyawarah antar desa
di kecamatan pak bersama BPD.

19) Menurut pendapat Bapak/Ibu, ada berapa tahap pelaksanaan PMNPM-MP
bagaimana bentuk tahapan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan yang
dilakukan selama ini ?

Ada tahapan orientasi, perencanaan desa dan pelaksanan.

20)Menurut pendapat 'Bapak Kendala apa saja yang menonjol dalam
mengimplementasikan PNPM Mandiri Perdesaan?
Masyarakat sulit diajak untuk berpartisipasi penuh, mereka masih
menyerahkan urusan ini kepada kepada desa dan aparat desa, sementara
program inikan untuk memberdayakan mereka, agar mereka berdaya guna
untuk membangun dirtnya.
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2) Apakah ada pendidikan dan latihan yang diberikan kepada implementor
sebelum pelaksanaan kegiatan ?
Jawab :
Ada untuk di tingkat desa setiap pelaksana ada pelatihan pak

3) Apakah ada pelaku (implementor) yang tidak patuh dengan tugas dan
tanggung jawab yang telah mandatkan kepadanya ?
Jawab :
Menurut saya mereka tidak patuh, hanya karena sulit transportasi,
terutama fasilitator yang jarang datang ketempat ini.

4) Apakah ada kendala atau hambatan terhadap ‘para pelaku dalam
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaaan ?
Jawab :
Kendala transportasi dan akses menuju Ke 'sini; ' maupun pelaksna di sini
turun ke kecamatan pak.
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10 Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi PNPM-MP Bidang
Sarana dan Prasarana di desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu.

A. Sumber Daya

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia
sudah memadai baik segi ketrampilan maupun keahlian ? dan bagaimana
pemahaman pelaku PNPM-MP di desa Merah Arai?
Jawab :
Di Merah Arai ini, SDM menjadi masalah pak, banyak penduduk disini
tidak memilik pendidikan formal, sehingga kalau saratnya harus tamat
SMA dan sebagainya kesulitan untuk mencari\ orangnya.

2) Menurut pendapat Bapak, apakah sudah tersedia material atau bahan
bangunan yang diperlukan dalam mengimpiementasikan PNPM Mandiri
Perdesaan di desa Merah Arai Kecamatag Kayan Hulu ?

Jawab :

Material kayu tersedia disini, nariun semen, seng dan lain-lain masih
memesan ke Nanga Mau dan/cukup jauh lewat sungai dan biayanya
cukup besar pak.

3) Menurut pendapat Bapak, -apakah metode atau petunjuk pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan sudah tersedia, sehingga menjadi pedoman
pelaksanaan ?

Ada petunjuk dan-pedoman

4) Menurut’Bapak, apakah ada kendala atau hambatan dalam mengenai
sumber daya’?
SDM-yang terrsedia belum memadai, baik kualitas maupun kluantitas
sehinigga perangkat desa masih dominant melakanakan program ini untuk
hilir mudik ke kecamatan.

B. Sikap (disposisi) para pelaku (Implementor) PNPM-MP di desa Merah Arai
Kecamatan Kayan Hulu.

1) Menurut pendapat Bapak, apakah sikap atau prilaku para implementor
mempunyai keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan ? dan apakah para pelaku PNPM-MP mengerti tentang
tugasnya?

Jawab :
Ya, sudah berjalan pak, berarti sudah memahamilah.
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